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c.

: 1.

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum

APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2014;

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubah Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR :  25 TAHUN 2013

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  3961);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia  Tahun 2000  Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tetang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);  
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaran Pemerintahan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);



:

1. Pendapatan Daerah Rp. 668.297.502.793,01   

2. Belanja Daerah Rp. 650.297.502.793,01   

Rp. 18.000.000.000,00    

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 41.375.180.156,00     

b. Pengeluaran 59.375.180.156,00     

Jumlah Pembiayaan neto Rp. (18.000.000.000,00)   

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -                                 

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp. 17.158.529.470,45     

b. Dana Perimbangan, sejumlah Rp. 610.585.779.063,00   

c. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sejumlah Rp. 40.553.194.259,56     

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014  sebagai berikut :

Surplus / (Defisit)

Rp. 

Rp. 

Pasal 2

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan              PERATURAN DAERAH TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT



a. Pajak Daerah, sejumlah Rp. 3.855.301.800,00       

b. Retribusi Daerah, sejumlah Rp. 5.151.020.536,00       

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, sejumlah Rp. 150.000.000,00          

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sejumlah Rp. 8.002.207.134,45       

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, sejumlah Rp. 18.673.338.063,00     

b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rp. 487.859.601.000,00   

c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp. 104.052.840.000,00   

4. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah, sejumlah Rp. -                                 

b. Dana Darurat, sejumlah Rp. -                                 

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, sejumlah Rp. 6.273.891.123,56       

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah, sejumlah Rp. 34.279.303.136,00     

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya, sejumlah Rp. -                                 

1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp. 300.684.492.760,01   

b. Belanja Langsung, sejumlah Rp. 349.613.010.033,00   

2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp. 273.271.101.480,01   

b. Belanja bunga, sejumlah Rp. -                                 

c. Belanja Subsidi, sejumlah Rp. -                                 

d. Belanja Hibah, sejumlah  Rp. 14.900.000.000,00     

e. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp. 2.553.391.280,00       

f. Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp. -                                 

g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 7.460.000.000,00       

Pasal 3 



h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp. 2.500.000.000,00       

i. Belanja Bantuan Modal Usaha, sejumlah Rp. -                                 

j. Belanja Tanggap Darurat Rp. -                                 

3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp. 36.243.581.451,00     

b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp. 137.589.830.382,00   

c. Belanja Modal, sejumlah Rp. 175.779.598.200,00   

1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari  :

a. Penerimaan, sejumlah Rp. 41.375.180.156,00     

b. Pengeluaran, sejumlah Rp. 59.375.180.156,00     

2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp. -                                 

b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp. -                                 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sejumlah Rp. -                                 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah, sejumlah Rp. -                                 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp. -                                 

f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp. -                                 

3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan  :

a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp. -                                 

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp. 3.000.000.000,00       

c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp. -                                 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, sejumlah Rp. -                                 

e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah, sejumlah Rp. -                                 

f. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga, sejumlah Rp. 56.375.180.156,00     

Pasal  4



1. Lampiran I : Ringkasan  APBD ;

2. Lampiran II : Ringkasan  APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran III : Rincian  APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;

5. Lampiran V :

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII :

8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI :

12. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah;

13. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal  5

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 

Pasal  6 

Uraian lebih lanjut  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan  terdiri dari :



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki 

pada tanggal 

Diundangkan  di :  Saumlaki

pada tanggal     :  23 Desember 2013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR

23 Desember 2013

Pasal  7

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, 

BITZAEL S. TEMMAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

MATHIAS  MALAKA


